
c. bahwa tx."r'dosadcru,1 pertimbangan scbagaimana dirnaksud dalam huruf II dan huruf b.
perlu membentuk Pemturan Daemh tentong Pemblnaan dan Rciribusl Pemeriksaan Alai
Pemadam Kcbakaran.

Menginga: : I. Undang- Und!U1gNomor 28 TaJlWI 1959 tentang Pernbentukan Daerah Tingkat 11dan
Kotapraja di Sumatera Selman (Lembaran Negaro Republik Indonesia Tahun W59 NOlllor
73. Tambahan Lembatan Negara Republik lndonesln Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor II Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembarnn Nllgnra
Rcpubllk Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lcmbaran Ncgara Rcpublik
Indonesia Nomor 3209 );

3. Undang-Undang Nomor 28 tnhun 2002 tcntang Bangunan C'JC(!lIng (Lembaran Negara
Republlk Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan l.embaran Negara Rcpublik
Indonesia Nomoi' 4247);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 200'1 tentang Pcrncrintahan Daerah (Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Tahun 2004: Nomor 125, Tambahan Lembaran Negora Repubtik
Indonesia N9mor 4437) scbftgaim(u)R tclah diubah bcbernpa kali tcmkhir dcngnn Undang­
Undang Nomor 12 Taboo 2008 tenlang Perubahan Undang-Undang Nemer 32 Tahun 2004
rentang Pemerimahan Dacrah (Lemba.mn Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pcmerintahan Dacrah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126,Tambahan Lernbaran Negaru Republik Indnnesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Rerribusi Dacmh
(Lembaran. Ne8!1f3 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lcmbamn
NegaraRepublik Indonesia Nomor 50:49);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll temang Pembeatukan Peraturan Perundang­
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20'11 Nomor 82,. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

TENTANG

PEMBlNAAN DAN RETRmUSl PEMElUKSAAN
ALAT PEl\IlADAM KEDAKARAN

DENGAN RAlIMAT TORAN YANG MARA ESA

WALIKOTA PALF.M'BANG,

Menlmbang : a, bahwa dengan ditetapkennya Undang-Uudang NomOT28 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah
dan Retribusi Oaemh, dan sebagai upaya unruk meuiugkatkan pendapamnasll dacrah (PAD)
Kota Palernbang dari sektor pemcriksa!m alai pemadnm kebakaran, perlu merubah doll.
meninjnu kcmbali Peraturan 'Daerah Kota Palcmbang Nomor 2 Tahun 2006 lcnlang
Pcmbinaan dan Rerribusl Pcnanggulangan Bahuya Kebakarau, slidell lidw- sesuai dengan
perkembangan kcadaan dllwl!Sa ini ;

h. bnhwa schubuugan dl)oglUl huruf a, ancaman balloys kebakarun merupakun SUllIU baheya
yang dapat memhnwn hCI1C1lll1l )'lUlg besar dengan akibat yang luas, balk terhadap
keselamatan jiwa maupun harta bcnda yang secara lnngsung akan menghambat kelanearan
pembangunaa, oleh karena iru perlu ditl\llMulallSi secara lebih berdaya gunn dnn
berkesinembungan ;

PERATU~ 'DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 31 TAHUN 2011

WALIKOTA PALEMBANG




